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ABSTRAK

Pemerintah Kola dalam pelaksanaan otonomi daerah memerlukan
anggaran Delanja untuk penyelenggaraan pemerintalian dan pembangunan.
Kondisi Pemerintah Keta jika mengandaikan anggaran yang berasal dari
perimbangan keuangan anlara pemerintah pusat dan dacrah seria pendapatan
asli daereh masih dirasa kurang, dan salah satu allernatif untuk memenuhi
kebutuhan akan anggaran tersebul adalah mencari pinjaman baik ke pusat
maupuit kepada masyarakat, melalui penerbitan obligasi. Menerbitkan obligasi
berarti langsung berhadapan dengan calon investor yang menghendakl adanya
transparansi dalam pengelolaan kevangan daerah untuk memperaleh kepastian
atas kemampuan dan kesanggupan Pemerintah Kota dalam memenuhi
kesanggupannya, yaitu membayar surat sanggup yang telah jatuh tempo.

Schagai penyelenggara olonoini yang fuas pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan didasarkan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diperoleh dari perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah dacrah serta Pendapatan Asli Dacrah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah selain  digunakan untuk membiayal
penyelenggaraan pemerintahan daerah juga digunakan untuk membayar
obligasi dengan prioritas yang sama. Pemerintah Daerab jika menerbitkan
obligasi harus dilakukan scsuai dengan prosedur yang benar, yaitu harus
dengan persctujuan DPRD, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan
dacrah dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan setiap pinjaman
dalam Lembaran Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU No. 25
Tahon 1999

Meskipun lelah ada dasar hukum bagi Pemeriniah Kota/Kabupaten yang
akan menerbitkan obligasifsurat sanggup, tetapi masih ada keragu-raguan dan
Pemerintah Kota/ Kabupaten sendiri maupun caion investornya. Keragu-
raguan bagi Pemerintah Kowa/Kabupaten berkaitan dengan kurangnya
kepercayaan  diri untuk dapat meyakiskan calon investor yang akan
menanamkan modalnya. Bagi calon investor masih ada keragu-raguan jika
akan menanamkan modalnya, mengingal informasi yang kurang dari
Pemerintah  KotaKabupaten mengenal  keadaan dana  penyelenggaraan
Pemerintahan  Kola/Kabupaten dan adanya larangan Pemerintah Kota/
Kabupaten uniuk menjaminkan asset untuk keperluan aian kepentingan para
calon investor, vang bagi investor akan digunakan sebagai jaminan kepastian
dan  kemampoan Pemerintah  Kota/ Kabupalen dalam  mengembalikan
pinjamannya,
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